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PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN
PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

I. UMUM

Dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
dan meringankan biaya hidup pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri
sipil pada LNS, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa
penghasilan ketiga belas kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri
sipil pada LNS.

Pemberian penghasilan ketiga belas kepada pimpinan dan pegawai
nonpegawai negeri sipil pada LNS diberikan dengan memperhatikan
kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran penghasilan
ketiga belas diberikan secara proporsional berdasarkan gaji, honorarium,
uang kehormatan dan/atau tunjangan jabatan yang diterima setiap bulan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai hak keuangan dan/atau administratif bagi Pimpinan dan
Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang bersangkutan. Oleh
karena itu, bagi Pimpinan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara dikecualikan karena telah diberikan
gaji bulan ketiga belas yang diatur dengan Peraturan Pemerintah

tersendiri.
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II.

Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk
memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian penghasilan
ketiga belas kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada

LNS.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penghasilan ketiga belas adalah sebesar
penghasilan bulan Juni” adalah besaran penghasilan berupa
gaji/hak keuangan/honorarium/uang kehormatan/ penghasilan
lain yang bersifat gaji yang dibayarkan setiap bulan sepanjang
tahun kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil
pada LNS yang merupakan harga dari jabatan tersebut, serta
tunjangan kinerja atau tunjangan yang bersifat tunjangan
kinerja, tidak termasuk didalamnya yang bersifat fasilitas yang
diberikan dalam bentuk uang, yang diterima pada bulan Juni
Ayat (2)

Contoh : 1

Ketua LNS A, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai hak keuangan Ketua LNS A, diberi hak
keuangan sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta
rupiah). Mengingat besaran hak keuangan Ketua LNS A lebih
tinggi dari besaran bagi Ketua LNS sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini (Rp.24.980.000), maka
penghasilan ketiga belas yang dibayarkan kepada Ketua LNS A
adalah sebesar Rp.24.980.000.
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